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KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BULUREJO,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan
kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka
perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6
Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa
perlu  mengangkat Perangkat Desa dengan
menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala
Desa.

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2006 Nomor 6/D);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D,
Tambal in  Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 7 006 Nomor 7/D);

S. Peraturan Bupati Juombang Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor
27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2014 Nomor 27A/E);
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